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ABSTRACT

The Puncak area of Bogor Regency is a strategic area with an ecological function as the
upstream area of the Ciliwung River Basin (DAS). However, it faces development pressures
that have triggered environmental degradation. This situation indicates that preventive
instruments for controlling spatial use are not functioning optimally. This study aims to
analyze the effectiveness of Land Technical Considerations (PTP) as a consideration for issuing
Spatial Utilization Activity Conformity Approvals (PKKPR), while also evaluating the

effectiveness of PKKPR as an instrument for controlling spatial use in the Puncak area.

This study used a descriptive quantitative research format with a spatial approach. The
study population included 30 land parcels under PKKPR Berusaha (Business PKKPR) for the
2023-2025 period in the districts of Cisarua, Megamendung, and Ciawi. From this population,
a sample of 27 land parcels was selected using a saturated sampling technique, taking into
account the completeness of the documentation. All data were collected through document
review, image interpretation, and field observations. The data were then analyzed using spatial,
statistical, and descriptive analysis techniques to measure the level of PTP integration and

PKKPR compliance.

The results indicate that the PTP is categorized as effective, with an integration level of
77.8%. However, the effectiveness of the PKKPR is considered ineffective, with a compliance
rate of only 48.1%. Non-compliance is dominated by land abandonment, non-conformity of
activity types, and deviation from the KDH (Regional Development Plan). It can be concluded
that the PTP has been effective as a consideration for PKKPR issuance, but has not been able
to guarantee post-licensing compliance. Therefore, a synergy of preventive and curative
instruments is needed through supervision, law enforcement, and business awareness to

maintain environmental sustainability.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan aspek fundamental bagi
negara berkembang seperti Indonesia. Upaya untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi inklusif harus selaras dengan dimensi sosial dan lingkungan
(Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Namun, percepatan pertumbuhan populasi
dan akselerasi ekonomi telah menciptakan tekanan masif terhadap fungsi dan
ketersediaan ruang (Putra, 2024). Sebagaimana diketahui dari Badan Pusat
Statistik (BPS), konsentrasi aktivitas ekonomi terpusat di wilayah-wilayah yang
memiliki andil terbesar, di mana Pulau Jawa menjadi motor utama Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional dengan menyumbang 56,94% pada Triwulan II-
2025 (BPS, 2025d). Pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang tidak
terencana dapat memperburuk isu lingkungan, yang ditunjukkan oleh
meningkatnya frekuensi degradasi dan bencana hidrometeorologi (Simamora &
Sarjono, 2022).

Dalam konteks ini, penataan ruang menjadi instrumen kebijakan krusial
untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang agar tercipta
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan
(Baihaqgi dkk., 2025). Pengendalian pemanfaatan ruang berperan penting dalam
memastikan aktivitas pembangunan berjalan sesuai Rencana Tata Ruang (RTR),
karena efektivitas pembangunan bergantung pada penerapan pengendalian
pemanfaatan ruang yang tepat (Assydik dkk., 2025). Lebih lanjut Alfahrizi &
Alauddin (2024) menegaskan, ketiadaan pengawasan dan instrumen perizinan
yang memadai dapat memicu pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya

pembangunan di kawasan lindung atau rawan bencana. Hal tersebut dapat



berujung pada peningkatan risiko bencana alam, degradasi lingkungan, kerugian
materiil serta potensi korban jiwa.

Secara operasional pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui
beberapa instrumen. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berperan
strategis sebagai salah satu instrumen pengendalian preventif yang menyaring
seluruh rencana kegiatan pemanfaatan ruang agar selaras dengan RTR. Hal
tersebut berlaku pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), di mana
KKPR menjadi instrumen pengendalian baik untuk kepentingan perizinan
berusaha, non-berusaha maupun kegiatan yang bersifat strategis nasional. Sebagai
mekanisme penyaring utama, KKPR memastikan bahwa setiap usulan
pembangunan telah memenubhi kriteria tata ruang yang berlaku sebelum izin fisik
diberikan (Arnowo, 2023). Hal ini menjadikan KKPR sebagai dasar hukum vital
dalam menjaga keteraturan spasial serta mencegah terjadinya penyimpangan
pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah yang telah
ditetapkan (Sutaryono dkk., 2021).

Secara operasional penilaian KKPR pada pengajuan rencana kegiatan
pemanfaatan ruang di wilayah yang telah tersedia Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dilakukan secara otomatis melalui Konfirmasi KKPR (KKKPR). Sementara
pada lokasi pengajuan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang belum tersedia
RDTR dilakukan dengan pengecekan RTR secara berjenjang yang selanjutnya
diberikan Persetujuan KKPR (PKKPR). Penerbitan PKKPR memperhatikan hasil
kajian dokumen yang dilakukan Forum Penataan Ruang (FPR) dan Pertimbangan
Teknis Pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah).
Integrasi PTP sebagai bahan pertimbangan PKKPR berfungsi sebagai mekanisme
validasi teknis khususnya pada wilayah yang belum memiliki RDTR, guna
memastikan rencana penggunaan tanah telah melalui analisis penatagunaan
tanah serta kesesuaian dengan daya dukung lingkungan (Setyawan & Mahmudah,

2025).



Meskipun KKPR dan PTP secara normatif telah diterapkan, beberapa kasus
di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, yang
mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan teknis pertanahan dan
realitas pembangunan (Kinanti dkk. 2022). Kesenjangan ini nyata terlihat di
banyak kawasan pinggiran kota penyangga, di mana ekspansi pembangunan
tidak terkendali (Urban Sprawl) dipicu oleh laju pertumbuhan penduduk yang
tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Hal tersebut kemudian berujung
pada alih fungsi lahan yang tidak terstruktur bahkan konflik agraria (Kusumawati
dkk., 2024). Kegagalan mekanisme regulasi ini terlihat nyata di Kabupaten Bogor,
di mana konversi lahan kawasan lindung terbukti signifikan meningkatkan debit
banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung (Farid dkk., 2021).

Dalam aglomerasi konstruksi lanjutan Jabodetabek, Kabupaten Bogor
berperan sebagai penyangga Daerah Khusus Jakarta dengan dinamika
pembangunan tinggi sekaligus sebagai wilayah hulu DAS Ciliwung. Titik kritis
urgensi pengendalian ruang tersebut berada di Kawasan Puncak Kabupaten
Bogor, yang mencakup Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan
Kecamatan Ciawi. Secara geografis, Kawasan Puncak yang merupakan jantung
dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) (Perpres No.
60/2020). Wilayah ini merupakan wilayah hulu utama DAS Ciliwung namun
memiliki dinamika pembangunan properti dan pariwisata sangat tinggi. Oleh
karena itu ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di wilayah ini menjadi sangat
rentan terhadap bencana ekologis, terutama banjir dan longsor.

Posisi Kawasan Puncak sebagai wilayah hulu utama DAS Ciliwung,
memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan ekologis regional.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya degradasi fungsi

lingkungan yang serius. Berita dari Detiknews oleh Putri (2025) melaporkan



bahwa banjir di wilayah hilir seperti Jakarta dan sekitarnya terjadi akibat
buruknya daya serap air di Kawasan Puncak yang menyebabkan air hujan
langsung mengalir ke sungai tanpa terserap ke tanah secara optimal. Hal ini
menyebabkan wilayah hilir menerima banjir kiriman meski tidak sedang diguyur
hujan lokal. Sejalan dengan itu Bahfein (2025) dalam Kompas,com melaporkan
banjir bandang yang terjadi di kawasan ini, pada 2 Maret 2025 yang
mengakibatkan total 6 jembatan penghubung antar desa terputus akibat luapan
Sungai Ciliwung. Bencana ini menjadi indikasi nyata bahwa pembangunan di
wilayah hulu telah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di wilayah ini pun
mencatatkan angka yang signifikan dari tahun 2020-2025. Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bogor melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Bangunan
Ciawi Il mencatat terdapat 944 unit bangunan ilegal di Kawasan Puncak. Sebagian
besar dari bangunan ilegal tersebut merupakan vila yang terbukti melanggar
aturan perizinan dan RTR (Wahyudi, 2025). Sejalan dengan itu, (Mustika, 2026)
mencatat tindakan tegas pemerintah melalui penutupan 33 lokasi pembangunan
pada awal 2025 yang terindikasi melanggar tata ruang dan memicu degradasi
lingkungan serta bencana alam. Sementara itu secara akademis, hal ini didukung
oleh penelitian Wirayudha (2025) yang mengungkap data bahwa ketidaksesuaian
penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
(RTRW) di Kecamatan Cisarua mencapai 1.243,30 Ha atau 17% dari total luas
Kecamatan. Kondisi tersebut semakin memperjelas adanya indikasi kesenjangan
antara ketentuan teknis pertanahan dengan implementasi pembangunan.
Minimnya kesesuaian antara rencana pola ruang dengan dinamika
perubahan penggunaan lahan aktual di lapangan terjadi karena beberapa faktor.
Menurut Rahmadella dkk. (2025) ketidakselarasan pemanfaatan ruang dipicu oleh
tiga faktor utama, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang yang

kurang ketat, keterbatasan data spasial yang terbaru dan valid, serta tingginya



kebutuhan lahan untuk kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu Kabupaten Bogor
belum memiliki RDTR sehingga masih berpedoman pada RTRW. Pasalnya
cakupan skala kecil pada peta RTRW menyebabkan rendahnya ketepatan lokasi
yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih lokasi dalam pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang (Sutaryono dkk., 2021).

Permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak mengindikasikan
pelaksanaan PTP dan PKKPR belum berjalan optimal. Apabila kegagalan
implementasi instrumen pengendalian ini terus diabaikan, maka dampaknya
berpotensi memicu disintegrasi tata ruang, konflik pemanfaatan lahan, dan
degradasi lingkungan (Arnowo, 2023). Oleh karena itu, perlu diketahui
bagaimana efektivitas PTP sebagai bahan pertimbangan PKKPR dan bagaimana
efektivitas pelaksanaan PKKPR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang di Kawasan Puncak. Penelitian ini dirumuskan dengan judul “Efektivitas
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Persetujuan Kegiatan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.”

. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2019), sebuah penelitian wajib didasari oleh adanya
masalah yang jelas. Tantangan besar akibat tekanan pertumbuhan populasi dan
akselerasi ekonomi memicu ketidakteraturan pemanfaatan ruang di Kawasan
Puncak. Mekanisme PKKPR yang diintegrasikan dengan PTP seharusnya menjadi
benteng utama dalam menjaga tertib pertanahan. Namun, fenomena di lapangan,
khususnya di wilayah hulu DAS Ciliwung seperti Kawasan Puncak menunjukkan
degradasi fungsi lingkungan yang serius akibat ekspansi pembangunan yang
tidak terkendali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran instrumen
pengendalian tersebut di Kawasan Puncak memerlukan evaluasi mendalam untuk
memastikan efektivitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan

adanya rumusan masalah berupa pertanyaan sebagai batasan yang akan



dipecahkan dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas PTP sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan
PKKPR di Kawasan Puncak?

2. Bagaimana Efektivitas PKKPR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan

ruang di Kawasan Puncak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis Efektivitas PTP sebagai bahan pertimbangan dalam
penerbitan PKKPR di Kawasan Puncak
b. Menganalisis Efektivitas PKKPR sebagai instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak
2. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan manfaat akademis, yaitu berkontribusi dalam pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya mengenai efektivitas PKKPR dengan
integrasi PTP sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Kementerian terkait, dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam
penguatan pelaksanaan PKKPR sebagai instrumen preventif
pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Bagi Kantor Pertanahan, dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan
peran PTP sebagai bahan pertimbangan PKKPR secara efektif.
3) Bagi Politeknik Agraria STPN, yaitu dapat menambah referensi materi
pembelajaran bagi taruna/i Politeknik Agraria STPN terkait dengan PTP
dan PKKPR.



D. Batasan Penelitian
Penetapan batasan penelitian diperlukan untuk menjaga fokus kajian tetap
berada pada koridor permasalahan yang telah dirumuskan. Hal ini dimaksudkan
untuk menjamin ketajaman analisis dalam mencapai tujuan penelitian pada
batasan ruang lingkup yang spesifik. Mengingat luasnya cakupan permasalahan
yang ada namun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, penelitian ini
dibatasi dengan batas penelitian sebagai berikut:

1. Fokus analisis dipusatkan pada efektivitas PTP sebagai bahan pertimbangan
dalam penerbitan PKKPR dan efektivitas PKKPR sebagai instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak.

2. Populasi dibatasi pada bidang tanah PKKPR Berusaha periode 2023-2025
untuk menjaga relevansi hasil penelitian dengan implementasi pasca UUCK
serta ketersediaan data terkini mengenai dinamika pelanggaran tata ruang.

3. Lokasi penelitian dibatasi secara administratif pada Kawasan Puncak
Kabupaten Bogor yang mencakup Kecamatan Cisarua, Kecamatan
Megamendung dan Kecamatan Ciawi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
signifikansi wilayah tersebut sebagai hulu utama DAS Ciliwung dan bagian
dari KSN Jabodetabekpunjur yang memiliki dinamika pembangunan sangat
tinggi pada bidang pariwisata.

4. Penentuan indikator dibatasi secara spesifik pada aspek-aspek yang relevan
dengan tujuan penelitian berdasarkan referensi terkait. Untuk mengukur PTP
digunakan indikator integrasi yang didasarkan pada pertimbangan
kesesuaian penggunaan tanah serta ketentuan dan syarat. Sementara untuk
PKKPR digunakan indikator pencapaian tujuan yang didasarkan pada jenis

kegiatan, koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH).



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas PTP dalam PKKPR di

Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PTP terbukti efektif sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan PKKPR di
Kawasan Puncak. Hasil analisis menunjukkan bahan pertimbangan PTP
terintegrasi mencapai 77,8%, sementara yang tidak terintegrasi 22,2%. Capaian
ini menempatkan PTP terintegrasi ke dalam kategori “Efektif” berdasarkan
klasifikasi standar efektivitas Litbang Depdagri. Hal ini menunjukkan bahwa
dokumen PTP yang diterbitkan oleh Kantah Bogor I secara dominan telah
menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan PKKPR oleh FPR.

2. Namun, hasil penilaian pelaksanaan PKKPR sebagai instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang di Kawasan puncak, menunjukkan bahwa secara dominan
ketentuan tidak dipatuhi. Kepatuhan hanya mencapai 48,1%, sedangkan
ketidakpatuhan mencapai 51,9% sehingga masuk kategori “Tidak Efektif”
berdasarkan standar Litbang Depdagri. Ketidakpatuhan tersebut didominasi
oleh penelantaran tanah, ketidaksesuaian jenis kegiatan, serta deviasi KDH.

Integrasi PTP ke dalam PKKPR telah berfungsi optimal sebagai benteng
administratif dalam proses perizinan, namun belum sepenuhnya mampu menjadi
pengendali fisik pasca penerbitan perizinan. Mengingat peran strategis Kawasan

Puncak sebagai hulu DAS Ciliwung, ketergantungan pada instrumen preventif

tanpa dukungan instrumen kuratif yang optimal akan terus menyisakan celah

bagi terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya efektivitas

pengendalian fisik pasca-izin di lapangan, beberapa rekomendasi yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu mempertahankan dan
meningkatkan kualitas penyusunan PTP melalui pembaruan data spasial,
konsistensi analisis penatagunaan tanah, serta penguatan koordinasi dengan
instansi terkait agar substansi bahan pertimbangan teknis tetap menjadi dasar
yang akurat dalam penerbitan PKKPR.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat pengawasan terhadap
pelaksanaan PKKPR melalui monitoring lapangan secara berkala terhadap
pemegang PKKPR untuk memastikan kesesuaian ketentuan PKKPR. Hasil
monitoring dapat menjadi dasar evaluasi kepatuhan dan tindak lanjut
pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menerapkan penegakan hukum secara
bertahap terhadap pemegang PKKPR yang melanggar ketentuan. Tahapan
tersebut meliputi pembinaan, peringatan tertulis, penghentian sementara,
kewajiban pemulihan fungsi ruang, hingga pencabutan persetujuan sebagai
ultimum remedium. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan
kepatuhan tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dalam penataan ruang.
Pelaku usaha perlu berpartisipasi dalam mematuhi seluruh ketentuan yang
telah tercantum dalam dokumen PKKPR, sehingga tidak hanya berorientasi
pada optimalisasi ekonomi semata. Kepatuhan tersebut sangat krusial demi
menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Kawasan Puncak sebagai wilayah hulu

DAS Ciliwung.
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